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Meningkatnya 
Pemanfaatan Sarana 
Distribusi Perdagangan 
Binaan

Persentase
Jumlah Sarana
Distribusi
Perdagangan yang
Dimanfaatkan (70%)

25% 50% 75% 100% Meningkatnya Sarana Distribusi 
Perdagangan

44,12%

14 Unit

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 3 Unit
Sub Koordinator / Pengawas 

Perdagangan Ahli Muda
2.088.908.800           

Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana 
Distribusi Perdagangan

14 Unit
Ka. UPTD Pengelolaan Pasar 

Tradisional
            1.346.422.000 

14 Unit

Pembinaan dan Pengendalian Pengelola  Sarana 
Distribusi Perdagangan

Jumlah Dokumen Hasil  Pembinaan 
dan Pengendalian kepada Pengelola 
Sarana Distribusi Perdagangan

1 Dokumen
Ka. UPTD Pengelolaan Pasar 
Tradisional dan UPTD Jasa 

Usaha Pasar
                  35.488.100 

Pemberdayaan Pengelola Sarana     Distribusi 
Perdagangan

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 
Pengendalian kepada Pengelola 
Sarana Distribusi Perdagangan

1 Dokumen
Sub Koordinator / Pengawas 

Perdagangan Ahli Muda
                  72.526.600 

Terkendalinya Laju Inflasi Persentase stok
sembako dan
barang penting
lainnya (100 %)

25% 50% 75% 100% Terkendalinya  Perizinan  dan  
Pendaftaran  Perusahaan

100%

Meningkatnya Penerbitan Surat Izin 
Usaha Perdagangan Minuman 
Beralkohol Golongan B dan C Untuk 
Pengecer   dan Penjual Langsung Minum 
Di Tempat

3 Izin

Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 
Minuman Beralkohol  Golongan B dan C

Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan 
untuk Pengecer dan Penjual Langsung 
Minuman Beralkohol Golongan B dan 
C yang Diterbitkan Melalui Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik

3 Dokumen
Sub Koordinator / Analis 
Perdagangan Ahli Muda

15.188.900                 

92%

100%

Meningkatnya jaminan Ketersediaan 
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ 
Kota

Jangka waktu Jaminan ketersediaan 
barang Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting

12 bulan

Pengendalian Ketersediaan Barang   Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting di  Tingkat Agen dan Pasar 
Rakyat

Jangka waktu pengendalian  
Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok 
dan Barang  Penting 12 bulan

Sub Koordinator / Analis 
Perdagangan Ahli Muda

                    6.129.900 

Meningkatnya Pengendalian Harga, dan 
Stok Barang Kebutuhan Pokok dan 
Barang   Penting Di Tingkat Pasar 
Kabupaten/Kota

Persentase koefisien variasi harga 
antar waktu

<5 %

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang 
Terintegrasi
dalam Sistem Informasi Perdagangan

Jumlah Laporan Pemantauan Harga 
dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting pada Pasar Rakyat 
yang Terintegrasi  dalam Sistem 
Informasi Perdagangan

12 bulan
Sub Koordinator / Analis 
Perdagangan Ahli Muda

                  65.914.800 

Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus 
yang Berdampak
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Jumlah Operasi pasar
3 Laporan

Sub Koordinator / Analis 
Perdagangan Ahli Muda

22.320.200                 

Meningkatnya Standarisasi dan 
Perlindungan Konsumen 98%

Meningkatnya Metrologi Legal Berupa 
Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang 
dan perlengkapannya (UTTP) yang 
ditera/tera ulang dalam tahun 
berjalan

10984 UTTP

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa  Tera, Tera 
Ulang

Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat 
Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera 
Ulang

10984 UTTP Ka. UPTD Metrologi Legal
                345.852.910 

Meningkatnya Penggunaan dan 
Pemasaran Produk Dalam Negeri 100%

Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan 
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 
Negeri

Jangka waktu Pelaksanaan promosi, 
pemasaran dan peningkatan 
penggunaan Produk dalam negeri

12 bulan
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok 
dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat-alat ukur, takar, timbang 
dan perlengkapannya ( UTTP ) bertanda 
tera sah yang berlaku

Pelaksanaan  Metrologi  Legal  Berupa  Tera,  Tera Ulang, 
dan Pengawasan

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM 
NEGERI

Persentase Penggunaan dan Pemasaran 
Produk dalam negeri pada event rapat/ 
sosialisasi/ kegiatan sejenis.

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang 
memperoleh izin sesuai dengan ketentuan 
( IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan 
IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan

KABID 
PERDAGANGAN

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman 
Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan 
Penjual   Langsung Minum Di Tempat

Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol 
Gol B dan C 

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK 
DAN BARANG PENTING

Terkendalinya Stabilisasi Harga Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan 
pokok dan barang penting

Persentase kinerja realisasi pupuk

Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting di Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI 
PERDAGANGAN 

Persentase sarana distribusi perdagangan 
binaan yang tingkatkan

KABID PASAR

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi 
Perdagangan

Meningkatnya Pembangunan dan 
Pengelolaan Sarana Distribusi 
Perdagangan

Jumlah pengembangan dan pengelolaan 
sarana distribusi perdagangan di wilayah 
kerjanya

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi 
Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya

Meningkatnya Pembinaan Terhadap 
Pengelola Sarana Distribusi 
Perdagangan Masyarakat Di Wilayah 
Kerjanya

Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola 
Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat  
Di Wilayah Kerjanya

PENANGGUNG 
JAWAB

PELAKSANA ANGGARAN
JADWAL KEGIATAN

KeteranganTW1 TW 2 TW 3 TW 4

RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

TAHUN 2023

SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET 

KEGIATAN
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PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI Persentase sarana distribusi perdagangan KABID PASAR

PENANGGUNG 
JAWAB

PELAKSANA ANGGARAN
JADWAL KEGIATAN

KeteranganTW1 TW 2 TW 3 TW 4SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET 

KEGIATAN

Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam 
Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah UMKM yang Melaksanakan 
Promosi Penggunaan Produk Dalam  
Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

40 UMKM
Sub Koordinator / Analis 
Perdagangan Ahli Muda

10.000.000                 

Meningkatnya
pelaku industri

kecil

Persentase
pertumbuhan
jumlah pelaku
industri kecil (2,42%)

25% 50% 75% 100% Meningkatnya Perencanaan dan 
Pembangunan Industri

100%

Meningkatnya Penyusunan dan Evaluasi 
Rencana Pembangunan Industri 
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen RIPIK sampai 
dengan ditetapkannya menjadi 
PERDA

1 Dokumen

Koordinasi dan Sinkronisasi      Penyusunan Kebijakan 
dalam Rangka  Mendukung Penguatan Industri 
Nasional dan Perwilayahan Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi dan Pelaksanaan 
Kebijakan Percepatan, Pengembangan, 
Penyebaran dan Perwilayahan  Industri

2 Dokumen
Sub Koordinator / Pembina 

Industri Ahli Muda
33.019.300                 

Koordinasi dan Sinkronisasi     Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Sumber Daya Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan  pelaksanaan  
Pembangunan  Sumber  Daya  Industri

3 Dokumen
Sub Koordinator / Pembina 

Industri Ahli Muda

                  31.804.000 

Koordinasi dan Sinkronisasi     Pelaksanaan Rencana  
Pembangunan  Sarana dan Prasarana Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Industri

1 Dokumen
Sub Koordinator / Pembina 

Industri Ahli Muda

                    8.560.700 

Koordinasi dan Sinkronisasi     Pelaksanaan Rencana 
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 
Pemberdayaan Industri dan Peran 
Serta Masyarakat

9 Dokumen
Sub Koordinator / Pembina 

Industri Ahli Muda

                  69.429.900 

2,60%

70,00%

100%

Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha 
Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah

Jangka waktu  Penerbitan Izin Usaha 
Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah

12 Bulan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di 
Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 
Kewenangan Kabupaten/ Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di 
Bidang Industri dalam Lingkup 
Perizinan Usaha Industri, Perizinan 
Perluasan Usaha Industri, Perizinan 
Kawasan Industri dan Perizinan 
Perluasan Kawasan Industri 
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 Dokumen
Sub Koordinator / Pembina 

Industri Ahli Muda

                        900.200 

Meningkatnya  Pengelolaan  Sistem  
Informasi Industri Nasional

1 dokumen

Meningkatnya Informasi Industri untuk 
Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI 
dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah  data perusahaan industri 
kecil, menengah dan perusahaan 
kawasan industri dikab/kota yang 
masuk dalam SII Nas terhadap total 
populasi perusahaan industri kecil, 
menengah dan perusahaan Kawasan 
Industri di kab/kota

400 IKM

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data 
Industri, Data
Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri 
Nasional (SIINas)

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis 
Data Industri, Data Kawasan Industri 
serta Data Lain Lingkup 
Kabupaten/Kota Melalui Sistem 
Informasi Industri Nasional (SIINas)

1 Dokumen
Sub Koordinator / Pembina 

Industri Ahli Muda
5.443.500                    

Meningkatnya Koperasi 
yang Aktif

Persentase Koperasi Aktif 
(94,72%)

25% 50% 75% 100% Meningkatnya Pengawasan dan 
Pemeriksaan Koperasi

29,00%

Meningkatnya Pemeriksaan dan 
Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan 
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 
yang Wilayah Keanggotaannya dalam 
Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit 
Simpan Pinjam Koperasi yang 
Wilayah Keanggotaannya dalam 
Daerah Kabupaten/ Kota yang 
dimonev

40 Unit Usaha

KABID KOPERASI DAN 
USAHA MIKRO

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi 
Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam   Koperasi yang 
Wilayah Keanggotaannya   dalam Daerah Kabupaten/ 
Kota

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha 
Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan 
Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan 

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI 
NASIONAL

Tersedianya informasi industri secara 
lengkap dan terkini

Penyediaan  Informasi  Industri  untuk    Informasi 
Industri   untuk   IUI, IPUI,   IUKI   dan   IPKI Kewenangan 
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
KOPERASI

Persentase peningkatan Pengawasan dan 
pemeriksaan Koperasi

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase pencapaian sasaran 
pembangunan industri termasuk turunan 
indikator pembangunan industri dalam 
RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP

KABID 
PERINDUSTRIAN

Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana 
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha 
Industri Kabupaten/Kota

Pertambahan jumlah industri kecil dan 
menengah di kota                                                                         

Persentase jumlah hasil pemantauan dan 
pengawasan dengan jumlah izin usaha 
industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah 
yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Persentase jumlah hasil pemantauan dan 
pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan 
Industri (IPUI) Kecil dan Industri 
Menengah yang dikeluarkan oleh instansi 
terkait
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PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI Persentase sarana distribusi perdagangan KABID PASAR

PENANGGUNG 
JAWAB

PELAKSANA ANGGARAN
JADWAL KEGIATAN

KeteranganTW1 TW 2 TW 3 TW 4SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET 

KEGIATAN

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,  Kemandirian, 
Ketangguhan, serta       Akuntabilitas Koperasi 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan 
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, 
Kemandirian, Ketangguhan, serta 
Akuntabilitas Koperasi Kewenangan 
Kabupaten/Kota

150 Unit Usaha
Sub Koordinator / Pengawas 

Koperasi Ahli Muda

                    4.586.700 

Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi     terhadap 
Peraturan Perundang-Undangan    Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang Memenuhi 
Peraturan Perundang-Undangan 
Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja

150 Unit Usaha
Sub Koordinator / Pengawas 

Koperasi Ahli Muda

                  14.261.300 

Meningkatnya  Penilaian   Kesehatan 
KSP/USP Koperasi

22,00%

Meningkatnya Penilaian Kesehatan 
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan 
Pinjam Koperasi yang Wilayah 
Keanggotaanya dalam 1 (Satu)  Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah usaha simpan pinjam oleh 
koperasi yang dinilai kesehatannya 
untuk koperasi dengan wilayah 
keanggotaanya dalam daerah 
kabupaten/kota

30 Unit Usaha

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan    KSP/USP Koperasi 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Unit Usaha Koperasi yang 
Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan

30 Unit Usaha
Sub Koordinator / Pengawas 

Koperasi Ahli Muda

                    2.670.700 

Meningkatnya Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian

23%

Meningkatnya Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian Bagi Koperasi yang 
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah 
Kabupaten/ Kota

Jumlah  koperasi yang mengikuti 
pelatihan untuk koperasi dengan 
wilayah keanggotaan dalam daerah 
kabupaten/kota

170 Unit Usaha

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan 
Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM 
Koperasi

Jumlah SDM yang Memahami 
Pengetahuan Perkoperasian

170 Orang
Sub Koordinator / Pengawas 

Koperasi Ahli Muda

                427.259.700 

Meningkatnya  Pemberdayaan dan 
Perlindungan Koperasi

14%

Jumlah Pemberdayaan dan 
Perlindungan  Koperasi  yang 
Keanggotaannya dalam Daerah 
Kabupaten/ Kota (Unit)

15 Unit Usaha

Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai 
Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan 
Kelembagaan,
Penataan Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Unit Usaha yang Produktif, 
Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, 
Akses Pembiayaan, Penguatan 
Kelembagaan, Penataan Manajemen, 
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

30 Orang
Sub Koordinator / Pengawas 

Koperasi Ahli Muda
3.728.800                    

Meningkatnya 
Pemberdayaan Usaha 

Mikro

Persentase Pertumbuhan 
Usaha Mikro Baru (4,5 %)

25% 50% 75% 100%
Meningkatnya Pemberdayaan Usaha 
Mikro

4,50%

Meningkatnya Pemberdayaan  Usaha 
Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha 
Mikro (UMKM)

Persentase Usaha Mikro yang 
diberdayakan

9,00%

Pendataan Potensi dan Pengembangan   Usaha Mikro
Jumlah SDM yang Memahami 
Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan

50 Unit Usaha
Sub Koordinator / Pengawas 

Koperasi Ahli Muda

                  12.700.000 

Meningkatnya Pengembangan  UMKM 5%

Meningkatnya Pengembangan   Usaha   
Mikro   dengan   Orientasi Peningkatan 
Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Jumlah usaha mikro yang diberikan 
dukungan fasilitasi pemasaran

150 Unit Usaha

Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam 
Pengembangan Produksi dan Pengolahan, 
Pemasaran, SDM, serta  Desain dan Teknologi

Jumlah Unit Usaha Mikro yang 
Terfasilitasi dalam Pengembangan 
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, 
SDM, serta Desain dan Teknologi

150 Unit Usaha
Sub Koordinator / Pengawas 

Koperasi Ahli Muda

            1.445.924.194 

Meningkatnya Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah

85%

Terlaksananya Perencanaan dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen/laporan 
perencanaan, penganggaran dan 
Evaluasi kinerja perangkat daerah

8 Dokumen

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

4 dokumen Kasubbag Perencanaan
                    5.200.100 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

1 laporan Kasubbag Perencanaan
                        450.000 

Terlaksananya Administrasi Keuangan Jangka waktu pemenuhan 
operasional Administrasi Keuangan 12 bulan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN

55 Orang/bulan Kasubbag Keuangan
            8.325.448.550 

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2 Dokumen Kasubbag Keuangan
                344.080.000 

Pengembangan Usaha Mikro dengan   Orientasi 
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase realisasi anggaran dalam 
pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah

SEKRETARIS DINAS

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya Pemberdayaan  dan 
Perlindungan Koperasi yang 
Keanggotaannya dalam Daerah 
Kabupaten/ Kota 

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA 
KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro 
Baru

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan
melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan
Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi 

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro yang meningkat 
skala usahanya

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PERKOPERASIAN

Persentase Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi
Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI

Persentase Pemberdayaan dan 
Perlindungan Koperasi






